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Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 
menganalisis pengaruh variabel ukuran pemerintahan, jumlah 
penduduk, umur pemerintahan, dan kompleksitas pemerintahan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian ini 
adalah 1.542 Kabupaten/Kota di Indonesia TA. 2020-2022. Sampel 
ditentukan dengan menggunakan tabel sampel Isaac dan Michael. 
Penelitian ini menggunakan metode random sampling menggunakan 
laporan BPK RI tahun 2020-2022 sebanyak 240 sampel. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yang 
diolah menggunakan aplikasi Stata MP versi 17. Hasil dari penelitian ini 
adalah ukuran pemerintah berpengaruh positif dan signi�ikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintahan 
berpengaruh negatif dan signi�ikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak 
berpengaruh signi�ikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah, 
Jumlah Penduduk, Umur Pemerintah, Kompleksitas Pemerintah 
 

Pendahuluan 

Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih belum optimal 
yang ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kemandirian dan 
ketidake�isienan keuangan daerah. Proporsi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) lebih kecil dibanding dana dari pemerintah pusat yang dapat 
mengakibatkan pemerintah daerah kurang menggali potensi yang ada 
untuk meningkatkan penerimaan daerah. Selain itu, tingkat e�isiensi 
keuangan daerah di Indonesia tahun 2017-2021 memiliki rata-rata 
sebesar 100,69 persen atau dikategorikan tidak e�isien. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih rendah. 
Kinerja keuangan pemerintah daerah yang rendah mengindikasikan 
manajemen keuangan daerah tidak dikelola dengan tepat yang 
menimbulkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kurang baik 
(Nzama, 2024).  
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Pemerintah daerah seharusnya dapat memberikan pelayanan publik 
yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta transparansi dan 
akuntabilitas mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah (Ramadana 
et al., 2023). Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi aspek yang 
sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Evaluasi hasil 
atau capaian kinerja menjadi tolak ukur untuk menilai kemampuan 
pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah, mengurangi 
ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan upaya meningkatkan 
PAD. Pengukuran kinerja keuangan digunakan pemerintah daerah dalam 
menentukan tingkat pencapaian tujuan dan juga bagi masyarakat untuk 
mengevaluasi efektivitas pengeluaran pemerintah untuk pelayanan 
publik (Djuniar & Zuraida, 2018).  
Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan 
dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Sari, 
2016). Dengan kata lain, kinerja keuangan dapat dideteksi dengan 
melakukan analisis laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah 
daerah karena laporan keuangan merupakan alat penting yang memuat 
informasi mengenai posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai. Analisis 
menggunakan metode rata rata tertimbang (weighted average) melalui 
empat indikator rasio keuangan dapat menggambarkan kondisi 
keuangan suatu daerah secara komprehensif. Empat rasio keuangan 
tersebut meliputi rasio kemandirian, ekonomi, e�isiensi, dan efektivitas. 
Analisis rasio keuangan tersebut menjadikan masyarakat dapat menilai 
kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya apakah sesuai 
dengan pendapatan yang diterima daerah dan pengalokasiannya sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat (Masdiantini & Erawati, 2016).  
Pemerintah daerah di Indonesia sering dijumpai bahwa PAD cenderung 
lebih kecil dari dana perimbangan. Realisasi PAD seluruh kabupaten atau 
kota di Indonesia tahun 2017 sampai 2021 lebih kecil dibanding dengan 
dana perimbangan yang berarti tingkat ketergantungan keuangan daerah 
tinggi dan tingkat kemandirian yang rendah. PAD yang kecil juga dapat 
menyebabkan menurunnya proporsi pendapatan daerah dan 
menyebabkan de�isit anggaran. De�isit anggaran yang ekstrim dapat 
terjadi akibat kurangnya pemerintah daerah dalam melakukan 
perencanaan dan kontrol dalam mengalokasikan APBD. Daerah yang 
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mengalami de�isit anggaran salah satunya adalah Kabupaten Jepara. 
APBD Kabupaten Jepara tahun 2023 mengalami de�isit sekitar Rp 80 
miliar yang disebabkan oleh PAD yang belum mencapai target senilai Rp 
31 miliar dan tingkat likuiditas anggaran yang tidak stabil disebabkan 
oleh salah satunya SiLpa (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran). Kasus 
yang sama terjadi pada Kabupaten Pangandaran yang mengalami de�isit 
anggaran yang cukup besar mencapai Rp 351 miliar pada tahun 2023 
sehingga diperlukan e�isiensi keuangan daerah dengan menerapkan 
prinsip ekonomi, e�isiensi, dan efektivitas.  
E�isiensi keuangan daerah sangat penting dilakukan karena 
menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah dalam menge�isiensikan 
biaya yang dikeluarkan (Widodo, 2022). E�isiensi keuangan daerah 
kabupaten atau kota di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021 rata-rata 
sebesar 100,69 persen atau dapat dikatakan tidak e�isien. Biaya yang 
dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia untuk 
memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Dapat dikatakan kinerja 
keuangan pemerintah daerah masih rendah dikarenakan belum dapat 
menekan jumlah belanja daerah (Fathah, 2017).  
Berdasarkan fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa masih 
rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Kinerja 
keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu 
faktor �inansial, faktor lingkungan, dan faktor kesejahteraan (Al�i & Sari, 
2023). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja keuangan 
pemerintah daerah salah satunya ukuran pemerintah. Ukuran 
pemerintah adalah suatu tolak ukur atau acuan untuk mengetahui 
seberapa besar cakupan suatu objek tertentu (Noviyanti & Kiswanto, 
2016). Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah dapat memberikan 
kemudahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena aset 
yang dimiliki cukup untuk melakukan berbagai pembiayaan. Pemerintah 
daerah yang memiliki ukuran yang besar lebih �leksibel dalam 
melaksanakan pengelolaan keuangan dan memanfaatkan sumber daya 
daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sa�itri et al. (2023) 
berkesimpulan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut 
bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti 
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& Suryandari (2020) yang memberikan kesimpulan bahwa ukuran 
pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran 
pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah.  
Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah adalah jumlah penduduk. Penduduk 
merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geogra�is Republik 
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk dapat meningkatkan 
kegiatan ekonomi di suatu daerah melalui adanya permintaan dan 
penawaran (Al�i & Sari, 2023). Peningkatan kegiatan ekonomi tersebut 
dapat meningkatkan pendapatan daerah yang diikuti dengan 
peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan 
oleh Ro�iq & Arza (2021) berkesimpulan bahwa jumlah penduduk 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Al�i & Sari (2023) yang memberikan kesimpulan bahwa 
jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Nashiruddin & Witono (2024) dan Saldi et al. (2021) 
menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah. Umur pemerintah adalah salah satu faktor yang 
diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Umur pemerintah merupakan tahun dibentuknya suatu pemerintah 
daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah tersebut 
(Setyaningrum & Sya�itri, 2014). Pemerintah daerah dengan umur yang 
lebih lama menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah 
berpengalaman dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari 
proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan 
oleh Dewata et al. (2018) berkesimpulan bahwa umur pemerintah 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Penelitian tersebut bertolakbelakang dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Ro�iq & Arza (2021) yang memberikan kesimpulan bahwa 
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umur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
Faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah adalah kompleksitas pemerintah. 
Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi pada 
pemerintah daerah yang menyebabkan kon�lik atau masalah dalam 
rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) mempresentasikan kompleksitas pemerintah 
di Indonesia. SKPD berfungsi untuk menjalankan fungsi eksekutif dan 
berkoordinasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik 
terutama terkait pengelolaan keuangan daerah. SKPD atau perangkat 
pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pengembangan 
kemampuan keuangannya serta menunjang peran dan fungsi pemerintah 
daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian 
yang dilakukan oleh Ro�iq & Arza (2021) dan Wijayanti & Suryandari 
(2020) berkesimpulan bahwa kompleksitas pemerintah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian 
terdahulu masih banyak memberikan hasil yang berbeda dan tidak 
konsisten dengan penelitian lainnya terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah sehingga peneliti hendak menguji kembali faktor-
faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Teori yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel 
independen dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah teori 
stewardship yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis tahun 1991. 
Teori stewardship pada pengelolaan organisasi difokuskan pada 
harmonisasi antara pemilik modal (principal) dengan pengelola modal 
(steward) dalam mencapai tujuan bersama. Teori stewardship 
menggambarkan situasi bahwa pemerintah daerah sebagai steward 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan 
terlaksana dengan baik dan digunakan sesuai tujuan organisasi yaitu 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai principal (Gatawa, 
2022). Sehingga teori stewardship dapat digunakan untuk menjelaskan 
pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur pemerintah, dan 
kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah.  
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Berdasarkan pemaparan diatas, topik sentral pada penelitian ini yaitu 
kinerja keuangan pemerintah daerah, dianggap penting untuk penelitian 
ini. Penggunaan pengukuran empat rasio keuangan dengan metode 
weighted average sebagai ukuran kinerja keuangan pemerintah daerah 
dan perbedaan model penelitian dapat menjadi orisinalitas penelitian ini. 
Objek penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten atau kota di 
Indonesia tahun 2020- 2022. 

Teori dan Pengambangan Hipotesis 

Stewardship adalah sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana 
manajemen sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik 
atau principal (Gatawa, 2022). Teori stewardship dikembangkan oleh 
Donaldson dan Davis pada tahun 1991, yang mengatakan bahwa 
pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik 
modal (principal) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai 
tujuan bersama. Teori stewardship dalam penelitian ini adalah 
masyarakat sebagai principal sedangkan keberadaan pemerintah daerah 
sebagai steward. Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi sektor 
publik yang dipercaya oleh masyarakat untuk dapat melaksanakan tugas 
dan fungsinya khususnya di bidang keuangan dengan baik sesuai 
kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah akan 
berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan pemerintahannya 
untuk mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat sebagai 
principal. Ketika pemerintah telah berhasil mencapai tujuan tersebut 
maka masyarakat akan puas terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah atas pelayanan publik yang diberikan.  
Penelitian ini menggunakan ukuran pemerintah sebagai variabel 
independen. Ukuran pemerintah menunjukkan besar kecilnya daerah 
tersebut dengan dapat melihat total aset yang dimiliki daerah (Pratiwi & 
Aryani, 2017). Besarnya ukuran pemerintah daerah akan memberikan 
kemudahan dalam menjalankan berbagai kegiatan operasional melalui 
total aset yang cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran (Sa�itri et 
al., 2023). Pemerintah daerah dengan aset yang besar diasumsikan 
mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Seiring 
dengan bertambahnya aset yang dimiliki suatu daerah juga besar 
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tuntutan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Didukung dengan hasil penelitian Sa�itri et al. (2023) dan Zamzami & 
Rakhman (2023) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki 
pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa ukuran 
pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
H1: Ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  
Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geogra�is 
Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang 
berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap menurut 
Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah penduduk suatu wilayah akan 
memengaruhi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Semakin 
besar jumlah penduduk suatu wilayah maka semakin tinggi pula tuntutan 
masyarakat terhadap pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan 
publik menjadi lebih baik (Dewata et al., 2018). Jumlah penduduk 
memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi untuk 
meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan jumlah penduduk 
tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat yang tentunya akan 
menjadi tambahan pendapatan bagi daerah. Masyarakat dapat lebih 
memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah berupa 
pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan lainnya yang 
dapat meningkatkan PAD. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus 
memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan 
publik yang maksimal serta mendukung terciptanya kinerja keuangan 
daerah yang baik. Didukung dengan hasil penelitian Ro�iq & Arza (2021) 
dan Dewata et al. (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk 
memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa 
jumlah penduduk memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  
H2: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah.  
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Umur pemerintah daerah dapat dilihat dari seberapa lama pemerintah 
daerah tersebut berlangsung sejak didirikan (Al�i & Sari, 2023). Umur 
pemerintah menunjukkan tahun didirikannya suatu kabupaten atau kota 
yang ditetapkan melalui undang-undang tentang pembentukan daerah. 
Semakin lama pembentukan suatu pemerintah daerah berarti 
pemerintahan daerah tersebut sudah memiliki banyak pengalaman 
dalam mengelola daerahnya yang dapat meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah (Ro�iq & Arza, 2021). Pengalaman yang dimaksud 
adalah pemerintah daerah dalam menjalankan sistem administratifnya 
yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan keuangan. Semakin 
berpengalaman suatu pemerintah daerah diharapkan proses 
administratif tersebut bisa berjalan secara efektif dan e�isien sehingga 
dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah. Peningkatan pendapatan 
daerah tersebut dapat mengindikasikan bahwa kinerja keuangan 
pemerintah daerah meningkat. Didukung dengan hasil penelitian Al�i & 
Sari (2023) dan Kramaric & Miletic (2022) yang menyatakan bahwa 
umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut dapat 
dirumuskan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh yang positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
H3: Umur pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 
 
Kompleksitas pemerintah merupakan tingkatan diferensiasi yang ada 
pada pemerintah daerah yang menyebabkan kon�lik atau masalah dalam 
rangka pencapaian tujuan (Saputro & Mahmud, 2015). Kompleksitas 
pemerintah menggambarkan kondisi berbagai faktor yang memengaruhi 
tata kelola pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat digunakan sebagai 
cerminan tingkat diferensiasi di Indonesia. Jumlah SKPD 
menggambarkan banyaknya urusan yang menjadi prioritas pemerintah 
daerah dalam mengelola wilayahnya. Jumlah SKPD yang banyak dalam 
suatu pemerintah daerah akan semakin kompleks dan sulit saat 
berkoordinasi antar SKPD lainnya yang menyebabkan potensi pencatatan 
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laporan keuangan tidak akurat. Pemerintah daerah dengan tingkat 
kompleksitas yang tinggi akan mempunyai jumlah dan jenis transaksi 
yang lebih signi�ikan. Semakin besar jumlah SKPD yang dimiliki, semakin 
kompleksnya pemerintahan yang dapat menurunkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah karena dihadapkan oleh berbagai tindak kecurangan 
dan penyelewengan keuangan (Wijayanti & Suryandari, 2020). 
Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang lebih besar untuk 
setiap divisi yang berbeda sehingga akan menyulitkan ketika akan 
melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi yang 
berbeda.  
H4: Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data yang 
digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari data 
keuangan dan non-keuangan. Data keuangan bersumber dari Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI dan data non-
keuangan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan website resmi 
masing-masing pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 
1.542 pemerintah daerah kabupaten atau kota di Indonesia tahun 
anggaran 2020-2022. Ukuran sampel ditentukan menggunakan tabel 
Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 10. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah random sampling yang menghasilkan 240 
data sampel. 
 
 
 
Tabel 4. 3 Definsi Operasional 

Variabel Singkatan Metode pengukuran Referensi 
Kinerja 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 

 
KK 

𝐾𝐾K = (RK x 25%) +
(RN x 25%) +
(RF x 25%) +
(RE x 25%)  
Keterangan : 
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Variabel Singkatan Metode pengukuran Referensi 
KK    =  Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah 
RK    =  Rasio Kemandirian  
RN    =  Rasio Ekonomi 
RF    =  Rasio Efektivitas 
RE    =  Rasio E�isiensi 
Pembobotan rata-rata 
tertimbang (weighted 
average) pada masing-
masing perhitungan rasio 
keuangan sebesar 25%. 

 
 
 
 
(Mega & Saring, 
2022) 

Ukuran 
Pemerintah 

UKP  Ukuran Pemerintah =
Logaritma Total Aset  

 
(Ro�iq & Arza, 2021) 

Jumlah 
Penduduk 

PEND Jumlah Penduduk
= Total Penduduk berdasar    

 
(Priyono et al., 2018) 

Umur 
Pemerintah 

UMP Umur Pemerintah = 
∑ Tahun Pengesahan 
berdasarkan UU - Tahun 
Pengamatan 

 
(Dewata et al., 2018) 

Kompleksitas 
Pemerintah 

KP Kompleksitas Pemerintah
= Jumlah SKPD 

(Wijayanti & 
Suryandari, 2020) 

 

Hasil 

Analisis statistik deskriptif menggambarkan nilai minimum, maksimum, 
mean, dan standar deviasi untuk setiap variabel dalam penelitian ini 
yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran pemerintah, umur 
pemerintah, dan kompleksitas pemerintah mempunyai nilai mean lebih 
besar dari standar deviasi ( Y = 0.75>0.05 ; UKP = 28.91>0.74; UMP = 
52.30>22.35 ; KP = 45.50>10.27) dapat disimpulkan bahwa data tersebar 
secara merata dan mempunyai simpangan data yang cukup baik. 
Sedangkan untuk variabel jumlah penduduk memiliki nilai mean lebih 
rendah dari standar deviasi (PEND= 677742.6<695012.9 artinya data 
tidak tersebar secara merata dan mempunyai simpangan data yang 
kurang baik. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan uji 
Skewness and Kurtosis tests for normality menunjukkan hasil yang baik 
yaitu nilai probabilitas 0.87 > 0.05 lebih kecil dari nilai signi�ikansi. 
Selanjutnya, uji multikolinieritas dengan nilai tolerance menunjukkan 
nilai yang lebih dari 0.10 dan perhitungan Variance In�lation Factor (VIF) 
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lebih kecil dari 10 dengan nilai tolerance (UKP = 0.51; PEND = 0.40; UMP 
= 0.84; KP = 0.64) dan VIF<10 (UKP = 1.96; PEND = 1.2.50; UMP = 1.18; 
KP = 1.57). Sedangkan uji heteroskedastisitas dengan uji White 
menunjukkan nilai Prob>chi2 sebesar 0.24 lebih besar dari nilai 
signi�ikansi 0.05 artinya data terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 
Dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini bebas dari 
penyimpangan dan memenuhi uji asumsi klasik. Koe�isien determinasi 
menunjukkan nilai 0.38 yang memiliki arti bahwa model penelitian ini 
mampu menjelaskan 38% variabel independen yang dapat memengaruhi 
kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 62% lainnya dijelaskan 
oleh variabel lainnya.  
Hasil pengujian hipotesis dengan signi�ikansi (α=5%) disajikan pada 
tabel 2. Penentuan model estimasi regresi data panel menunjukkan 
bahwa hasil terbaik random effect model, yang terpilih dua kali yaitu pada 
uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier.  
Tabel 4. 4 Hasil Penelitian 

Hipotesis Hasil Keputusan 
H1: Ukuran pemerintah berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

Koe�isien: 0.04. 
P-Value 0.00 

H1 diterima 

H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

Koe�isien: 9.03. 
P-Value: 0.26 

H2 ditolak 

H2: Umur pemerintah berpengaruh positif 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

Koe�isien: -0.00. 
P-Value: 0.42 

H3 ditolak 

H2: Kompleksitas pemerintah berpengaruh 
negatif terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

Koe�isien: -0.00. 
P-Value: 0.00 

H4 diterima 

 
Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh 
positif signi�ikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Besarnya suatu ukuran 
pemerintah yang dilihat dari aset yang dimiliki dapat memengaruhi 
pelayanan publik yang diberikan serta sarana dan prasarana yang 
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memadai. Semakin besar total aset yang dimiliki daerah memudahkan 
pemerintah daerah untuk melakukan berbagai pembiayaan kegiatan 
operasional dengan aset sendiri (Sa�itri et al., 2023). Pemerintah daerah 
harus memelihara dan mengelola aset dengan optimal serta 
memperhatikan prinsip ekonomi, e�isiensi, dan efektivitas. Didukung 
oleh teori stewardship. Pemerintah daerah sebagai steward harus 
mengelola aset dengan optimal. Aset yang dimiliki dapat digunakan 
untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 
sebagai principal. Hasil penelitian ini sejalan dengan Zamzami & 
Rakhman (2023) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan 
signi�ikan antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah.  
Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Besar atau kecilnya 
jumlah penduduk tidak dapat memberikan pungutan yang optimal 
terhadap pendapatan daerah dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan 
dan rendahnya penghasilan masyarakat serta sebaran penduduk yang 
tidak merata. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang tidak 
didorong oleh peningkatan kualitas hidup menyebabkan rendahnya 
pendapatan masyarakat. Hal tersebut tidak dapat memberikan 
kontribusi terhadap pendapatan daerah serta tidak memengaruhi 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori stewardship belum mampu 
mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah daerah melalui 
jumlah penduduk. Asumsi pada teori stewardship yakni terdapat 
hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat untuk 
mencapai tujuan organisasi. Namun, peningkatan penduduk di suatu 
daerah tidak menjamin bahwa masyarakat taat dan patuh terhadap 
pembayaran pajak dan retribusi daerah. Masyarakat sebagai principal 
tidak mampu dalam memberikan sumber daya yang maksimal kepada 
pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nashiruddin & 
Witono (2024) dan Saldi et al. (2021) menyatakan bahwa jumlah 
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penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebagai 
cerminan kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa umur pemerintah tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Umur pemerintah yang 
sudah lama berdiri atau baru pemekaran tidak menjamin bahwa daerah 
tersebut lebih baik dalam melakukan pengelolaan keuangan. Pemerintah 
daerah yang sudah lama berdiri belum tentu dapat dikatakan lebih 
mandiri dalam hal ekonomi dibandingkan dengan daerah yang baru 
pemekaran. Oleh karena itu, umur pemerintah daerah tidak dapat 
memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Teori stewardship 
belum mampu mengatasi permasalahan kinerja keuangan pemerintah 
daerah melalui umur pemerintah. Umur administratif pemerintah daerah 
tersebut tidak mampu menunjukkan tujuan dan kesadaran steward 
dengan lebih meyakinkan masyarakat bahwa daerah tersebut telah 
cukup berpengalaman, sehingga masyarakat sebagai principal tidak 
mendapatkan pelayanan publik yang optimal. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan Ro�iq & Arza (2021) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh 
antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah.  
Pengaruh Kompleksitas Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah  
Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kompleksitas pemerintah 
berpengaruh negatif dan signi�ikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 
diterima. Kompleksitas pemerintah merupakan tingkat diferensiasi yang 
ada dalam pemerintahan baik di internal maupun eksternal yang dapat 
memengaruhi pemerintah daerah yang dicerminkan oleh jumlah SKPD. 
Semakin banyak jumlah SKPD yang dimiliki maka semakin kompleks pula 
pemerintahannya dan dapat mendorong terjadinya penurunan kinerja 
keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kompleksitas 
yang tinggi dihadapkan dengan tantangan yang besar terhadap tindak 
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penyelewengan dan kecurangan keuangan seperti penyalahgunaan kas 
dan persediaan yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan 
pemerintah daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020). Organisasi dengan 
tingkat kompleksitas yang tinggi akan menghadapi kesulitan ketika akan 
melakukan konsolidasi laporan keuangan dari berbagai divisi dalam 
pemerintah daerah yang sangat berbeda. Didukung oleh teori 
stewardship. Jumlah SKPD sebagai pemerintah daerah (steward) telah 
memberikan sumber daya dalam mengelola aset daerah. Jumlah SKPD 
yang kecil dan tidak terlalu besar dapat memudahkan dalam koordinasi 
antar divisi yang berbeda dalam pemerintah daerah. Kemudahan 
tersebut menimbulkan keakuratan dalam proses administrasi dan 
pencatatan laporan keuangan. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
mengenai pengaruh ukuran pemerintah, jumlah penduduk, umur 
pemerintah, dan kompleksitas pemerintah terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah maka disimpulkan bahwa ukuran pemerintah 
berpengaruh positif dan signi�ikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Kompleksitas pemerintah berpengaruh negatif dan 
signi�ikan. Jumlah penduduk dan umur pemerintah tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  
Peneliti menyarankan supaya pemerintah daerah dapat terus 
meningkatkan pengelolaan aset secara e�isien dan efektif serta 
melakukan pemeliharaan aset secara berkala untuk dapat 
memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan sumber 
pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga harus lebih 
menge�isiensikan kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya mengelola keuangan. Jumlah SKPD 
yang kecil atau cukup dalam suatu pemerintah daerah diharapkan dapat 
lebih baik dalam mengelola APBD. 
Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya 
dapat memperluas penggunaan variabel independen lainnya yang diduga 
dapat memberikan pengaruh yang lebih signi�ikan terhadap kinerja 
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keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan nilai adjusted r2 pada 
penelitian ini masih kecil yaitu 36 persen, artinya masih terdapat faktor-
faktor lain yang lebih signi�ikan yang memberikan pengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pengujian empiris 
selanjutnya dapat menggunakan perspektif teori dan metode riset yang 
berbeda sehingga dapat memberikan representasi terkait kinerja 
keuangan pemerintah daerah lebih komprehensif. 
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